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PPh Pasal 23 merupakan pemotonganipajakidariiWajib Pajak atasipenghasilan yang 

diperolehidari modal (dividen,ibunga,iroyalti dll), penyerahan jasa, atau  

penyelenggaraan kegiatan selainiyang dipotong dalam Pajak Penghasilan Pasal 21. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengakuan PPh pasal 23 atas laba bersih dan 

pajak terutang pada PT Bank Rakyat IndonesiaiTbk. Penelitian yangidilakukan 

merupakanipenelitian dengan mengunakan metode kualitatif. Data yang digunakan 

yaitu laporan keuangan PT Bank Rakyat IndonesiaiTbk periode 2016 – 2020. Metode 

analisa data yang di gunakan yaitu deskriptif. Hasil penelitian membuktikan bahwa 

pengakuaniPPh pasali23 atas laba bersih dan pajakiterutang pada PT Bank Rakyat 

Indonesia Tbk dinyatakan cukup tinggi setiap tahunnya, didapatkan tahuni2016 

sebanyak 29.53%, tahuni2017 sebanyak 27.47%, tahuni2018 sebanyak 28.80% tahun 

2019 sebanyak 26.01%, dan tahun 2020 sebanyak 43.22%,  hal ini berarti semakin 

tinggi laba bersih maka jumlah pajak PPh pasal 23 yang harus di bayar PT Bank 

Rakyat Indonesia Tbk juga akan semakin meningkat. Perusahaan perbankan dalam 

pembayaran pajak PPh pasal 23 harus sesuai peraturan yang ada untuk mendukung 

peningkatan pendapatan negara yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan 

Indonesia. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1  Latar Belakang 

MenurutTSiahaan (2010:7), pajakkadalahhpungutan dariimasyarakat 

kepada negara atau pemerintahhberdasarkan Undang-Undanggyang bersifat 

dapattdipaksakan dan yang terutanggwajib membayarnyaddengan tidak mendapat 

balas jasa secarallangsung dan hasilnya akan digunakanuuntuk membiayai 

PengeluarannNegara dalam menyelenggarakan pemerintahanddanppembangunan. 

MenuruttRochmat Soemitro dalam bukunya Mardiasmo (2016), 

pajakaadalah iuran rakyat kepada kasnNegara berdasarkanuundangI-

Iundangi(yang dapat dipaksakan)ddengan tidak mendapat jasaatimbal 

(kontraprestasi)yyang langsung dapatdditunjukan dan dapatddigunakan untuk 

membayar pengeluaran umum.  Pajak merupakannkewajiban yang 

harusddibayarioleh masyarakat baik pribadimmaupun badan dari pendapatanaatau 

penghasilannya kepadappemerintah yang ditunjukan untuk 

kegiatannpembangunan Nasional. Pajak memiliki perananyyang besarrdalam 

pendapatannNegara, sehinggah pemerintahhmenaruh perhatianibesar 

dibidanggperpajakan, dengan begitu Negara memberikan kepercayaan penuh 

kepada warga dalam menangani perhitungan biaya. Setiap perusahaan, baik 

perusahaan penerima manfaat, bursa, atau mekanik yang memenuhi kriteria 

sebagai warga negara yang setuju untuk menilai pengaturan, tidak dapat 

dipisahkan dari komitmen untuk membayar biaya ke kas negara. Badanaatau 



perusahaannmerupakan subjekkpajak dalam negeriidimana wajib pajak badan ini 

merupakan penyumbangan bagiipenerimaannNegara. Setiap langkah bisnis akan 

memiliki saran untuk sudut pemungutan pajak, salah satunya adalah pengeluaran 

tahunan. 

iMenurut Mardiasmo (2011) Pajak adalah kewajiban orang pribadi kepada 

penyimpan Negaraiyang bergantungipada undang-undang (yangidapat dibatasi) 

dengan tidak mendapatkaniadministrasi yang sesuai i(kontra prestasi) yang dapat 

langsung iditunjukkan danidigunakan untuk membayaribiaya umum.. 

DalamiUndang-Undang PPh Pasal 23iNo.36iTahuni2008, yang dapat 

dikurangkaniPPh Pasal 23iadalah bahan pemerintah, warga negara, koordinator 

gerakan, yayasan abadi, perwalian organisasi asing lainnya, dan warga negara 

perseorangan warga negara tertentu yang dipilih oleh Direktur Jenderal. Pajak. 

Dengan dikeluarkannyaiUU no. 36iTahun 2008itentang PengaturaniUmum dan 

Tata Cara Pembebanan, tidak lain adalah perubahan penilaian yang diselesaikan 

oleh Direktorat Jenderal Pajak sehingga dipercaya masyarakat akan lebih patuh 

dan diberikan segala jenis akomodasi dalam tindakan pemungutan pajak. 

Menurut Mardiasmo (2011) Penilaian gaji dapat menjadi subjek biaya 

sehubungan dengan gaji yang diperoleh atau diperoleh dalam satu tahun 

penilaian. Salah satunya adalah membayar biaya pasal 23. Untukkmelengkapiidan 

menutupi kelemahanyyang adaapada yangiada padaiself assessment 

systemiperpajakan yangl laini yaitu sistemmpemotongani(withholding 

system).Sistem pemungutan pajak yang diterapkan dalam pajakkpenghasilan 



pasall23 yaitu withholdinggtax atau biasa disebuttpemotongan pajak 

melaluiipihak ketiga.  Pajakkpenghasilan yangddikenakan atasspenghasilan 

wajibbpajak Dalammnegeri dan Bentuk1Usaha Tetapiyang menerimaiatau 

memperoleh1penghasilan yang berasal1dari modal, penyerahannjasa, atau 

penyelenggaraakegiatan selain yang telahddipotong pajak sebagaimanaadimaksud 

dalammPPh 21.  

Menurut Pujiyanti (2015), setiap warga negara yang ditunjuk oleh 

Undang-Undang PPh sebagai subjek biaya tahunan, harus menyelesaikan 

komitmennya dengan menahan, menyimpan SPTiPPh Pasal 23 ke Kantor 

Pelayanan Pajak tempat iaiterdaftar. Jika komitmen ituitidak dilakukan, baik 

karena kecerobohan atau kesengajaan, subjek penilaian pribadi berisiko untuk 

dikenakanisanksi beban yangidapat berupa persetujuan organisasi pendapatan, 

denda atau izin peraturan untuk kenaikan.. Perusahaan barang maupun jasa yang 

melakukan  Penjualan barang juga melakukan penjualan  jasa sebagai biaya 

penahan dan warga negara yang ditahan atas PPh pasal 23 diperlukan untuk 

melakukan perhitungan, dan melaporkan pembayaran lain mengenai pemanfaatan 

sumber daya dan administrasi dari berbagai pungutan dan membuat bukti 

penahanan PPh pasal 23 sebagai konfirmasi administrasi penahan sebagai 

potongan pajak untuk perincian tahunan Badan Berdasarkan komitmen tugas yang 

tercantumidalam Undang-UndangiPajak Penghasilan No.i36 Tahuni2008 dan 

kesesuaiannyaidalam pelaksanaan komitmen penilaian. 



Menurut Utomoo(2011) bahwaiPajak PenghasilaniPasal 23 adalahiPajak 

Penghasilan yang ditahan atas pembayaran yang diperoleh atauidiperolehiWajib 

Pajakidalam negeriidan yayasan tetapiyang diperoleh dari modal, penyerahan 

administrasi, atau kegiatan latihan selainiyang telah dipotongiPajak Penghasilan 

Pasali21, yang disetor atauidibayarkan oleh substansi administrasi atauisubjek 

biaya lokal lainnya. Sebagaimana dikemukakan oleh Waluyo (2010) bahwa 

PPhiPasal 23iadalah beaiyang ditahan atas pembayaran yangidiperoleh atau 

diperolehiwarga negara dalam negeri daniyayasan yang bersifat tetapiyang 

dimulai dari modal,ipenyerahan administrasi, atau pelaksanaan kegiatan selain 

yang telah dipotongidariiPPh Pasali21, Pajak PenghasilaniPasal 23iini dibayar 

atauiterutang oleh suatu organisasi administrasi atauisubjek penilaian 

dalaminegeri lainnya. Artinya, warga negarai(WP) yangitelah ditunjukioleh 

UUiPPh dan selanjutnya pedoman pelaksananya harus melakukan retensi. 

Menurut Ahmad Mukoffi (2014) pajakipenghasilan adalahipajak atas 

penghasilan,iberupa gaji,iupah, tunjangan, honorarium, danipembayaran lainiyang 

diterimaiatau diperolehiWajib Pajak orangipribadi sehubungan denganipekerjaan 

atauijabatan,ijasa.. Dalam menjalankan usahanya, sebagaiiwajib pajakiharus 

membuat suatuipembukuan untuk mempermudahimenghitung pajaknya. 

Pencatatanidan perlakuan akuntansi atasitransaksi-transaksi yang terjadi dalam 

perusahaan haruslah diperhatikan. Karenaihasil pembukuanitersebut berperan 

pentingisebagai data-data dalam menghitungibesarnya pajakipenghasilan. 

Besarnyaipajak yang harus dibayar olehiperusahaan sebagai wajib pajak.iApabila 



terjadiiperbedaan dalam pengakuanipendapatan dan bebaniperusahaan, seperti 

pengakuan PPh pasali23 terhadap beban yang termasuk dalam pertanyaan 

penilaian gaji pasali23 sehingga akan mempengaruhi jumlah keuntungan yang 

diperoleh perusahaanidan mempengaruhiibesarnya biaya yang harus dibayarioleh 

perusahaan. 

PT. Bank RakyattIndonesia (Persero) Tbk. Bank ini memiliki harapan 

untuk menjadi sebuah tujuan. Hal tersebut bertujuan memperbaiki ekonomi 

masyarakat serta memberikan pelayanan yang baik pada nasabah melalui jaringan 

kerja yang disebarluaskan. UUiNo.i7 Tahuni1992 mengenai perbankan 

yangidiperbaharui dengan UU No.i10 Tahun 1998 mengenai perbankan 

menjelaskan bahwa bank merupakan suatu instansi yang memiliki fungsi yaitu 

sebagai wadah penghimpunidana dari masyarakatidalam model simpanan dan 

dapat dialirkan kepada masyarakat dalam model kredit atau yang lainnya 

gunaimeningkatkan taraf hidup masyarakat. Bank dituntut untuk memberikan 

pelayanan sebaik mungkin khususnya dalam memprioritaskan kualitas pelayanan 

agar nasabah puas dan nyaman ketika melakukan transaksi., hal tersebut 

dikarenakan instansi perbankan sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat. 

Perusahaaniyang bertindak sebagai pihak pemotong atau dipotong atas jasa dari 

PPh 23. Pengakuan PPh pasal 23 tentang administrasi tampak bahwa tidak semua 

biaya dalam penjelasan pembayaran merupakaniobjek PPh pasal 23.iDalam 

pengakuaniPPh pasali23 tentang biaya-biaya yang dimaksud dalam PPh pasal 23 

yangidapat mempengaruhiibesarnya gaji dan pungutan yang dapat dinilai harus 



dibayar. Jikaiperusahaan memungutibiaya gaji pasal 23 untuk administrasi, maka 

perusahaan akan mendapatkan keuntungan produktivitas atau biaya untuk biaya 

yang harus dibayar dan keuntungan bersih setelah biaya. 

iBerdasarkaniuraian lataribelakang diatas makaipeneliti tertarikiuntuk 

memilih juduli“AnalisisiPengakuan PPhiPasali23 Atas Laba Bersih Dan 

PajakiTerutangiPada PTiBankiRakyatiIndonesiaiTbk ’’ 

 

1.2 Rumusanimasalah 

Dari latarbbelakang masalah yanggtelah diuuraikan, maka permasalahan 

adalah: Bagaimana menganalisisspengakuan PPh pasal 23 atas labaabersih dan 

pajakiterutangipadaiPT BankiRakyat IndonesiaiTbk yanggterdaftar di BursaeEfek 

Indonesiai(BEI)? 

1.3 TujuaniPenelitian  

Berdasarkanllatar belakangidan rumusan masalahiyang telah diuraikan 

sebelumnya,imaka tujuan dariipenelitian ini ialah: Untuk mengetahuiipengakuan 

PPhipasali23 atas laba bersih danipajak terutang padaiPT Bank Rakyat Indonesia 

Tbkiyang terdaftar iBursa EfekiIndonesiai(BEI). 

1.4 ManfaatiPenelitian  

Manfaattpenelitianiini diharapkanndapat memberikan kegunaanssebagai 

berikut: 

1. Bagiipeneliti  



Denganaadanya penelitianiini, diharapkanaakan dapatimenambah 

wawasanidan ilmuipengetahuan bagiipeneliti, serta dapattmembandingkan 

antaraailmu yang didapat selamaamasa perkuliahanndengan praktik di dunia 

kerja. 

2. Bagi perusahaan  

Dengannadanya penelitianiini, diharapkanddapatmmemberikanmmasukan-

masukan yang positif yang dapat dijadikan sebagai bahanppertimbanganbbagi 

perusahaannterhadapmmasalah-masalah yang terjadi. 

3. BagiiUniversitas  

Penelitianiini diharapkanndapat bermanfaatiuntuk menambah 

informasiidaniwawasan sertaadapatijuga digunakanssebagai referensiiuntuk 

melakukannpenelitian dimasa yanggakan datang. 
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